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Abstrak 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris/sosiologis. 
Pengaturan kepemilikan hak atas tanah bagi orang asing di Indonesia, mulai dari 
mendapat izin tinggal berada di Indonesia sampai dengan memperoleh hak atas tanah 
untuk tempat tinggalnya. Sektor lingkungan berperan penting dalam perekonomian 
nasional dan memiliki potensi besar dalam pembangunan perekonomian nasional. 
Hasil Penelitian ini adalah Perlindungan hukum preventif yang diberikan oleh 
pemerintah berdasarkan undang-undang bagi penanam modal asing di Indonesia 
adalah berupa penetapan kebijakan dasar penanaman modal dalam sektor 
lingkungan, izin penggunaan tanah dan izin usaha sampai dengan berakhirnya 
kegiatan penanaman modal sedangkan Perlindungan hukum represif adalah 
bertujuan untuk menanggulangi dan menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara 
penanam modal dengan pemerintah atau antara sesama penanam modal dan 
tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). 
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A. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Penanaman modal adalah salah satu indikator pembangunan ekonomi yang 

berperan dalam mengolah potensi ekonomi Indonesia yang besar menjadi kekuatan 

ekonomi yang riil. Peningkatan penanaman modal di Indonesia menjadi penting 

dalam hal mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan perwujudan 

kedaulatan politik serta ekonomi Indonesia. Perkebunan berperan penting dalam 

perekonomian nasional dan memiliki potensi besar dalam pembangunan 

perekonomian nasional. Hak atas kepemilikan tanah berperan penting dalam 

perekonomian nasional dan memiliki potensi besar dalam pembangunan 

perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan 

rakyat secara berkeadilan. Oleh karenanya, usaha perkebunan harus selalu didorong 
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dan didukung dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang salah satunya dapat untuk 

meningkatkan penanaman modal asing dalam rangka mengolah potensi yang 

terdapat pada usaha perkebunan, baik dalam bentuk penanaman modal dalam negeri 

atau penanaman modal asing.  

Penanaman modal asing dapat memberikan keuntungan yang cukup besar, 

misalnya dengan menciptakan lowongan pekerjaan bagi penduduk host country 

sehingga dapat meningkatkan penghasilan dan standar hidup, menciptakan 

kesempatan bekerjasama dengan perusahaan lokal sehingga dapat berbagi manfaat, 

meningkatkan ekspor, sehingga meningkatkan cadangan devisa negara dan 

menghasilkan teknologi. Namun, daya tarik investor asing untuk melakukan 

penanaman modal di Indonesia akan sangat bergantung pada sistem hukum yang 

diterapkan di Indonesia. Sistem hukum tersebut harus mampu untuk menciptakan 

kepastian, keadilan, dan efisiensi. Investor membutuhkan adanya kepastian hukum 

dalam menjalankan usahanya. Para investor memerlukan pedoman dalam melakukan 

kegiatan investasinya (Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani et al., 2018). 

2. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian untuk mengetahui dan menganalisis mengenai dasar-dasar 

perlindungan hukum terhadap penanaman modal asing dalam penguasaan hak atas 

tanah pada perusahaan berbasis modal asing di Indonesia dan untuk mengetahui dan 

menganalisis tanggungjawab sosial perusahaan dalam melakukan penanaman modal 

asing di Indonesia. 

B. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode pendekatan yuridis 

empiris/sosiologis terhadap hukum. Pendekatan yuridis empiris/sosiologis ini 

adalah untuk memperdalam dan memperluas obyek yang diteliti, karena dalam 

penelitian ini akan dilihat bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat dan 

bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat. Spesifikasi penelitian ini adalah 

penelitian deskriptif analitis, yaitu berupaya menggambarkan secara rinci bagaimana 

implementasi dari peraturan-peraturan yang berhubungan dengan kebijakan 

mengenai Hak atas Tanah untuk Tujuan Pembangunan Perusahaan yang Berbasis 

Penanaman Modal Asing. 
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C. PEMBAHASAN 

1. Penanaman Modal Asing dalam pembangunan Perusahaan di Indonesia 

Penanaman modal asing dapat memberikan keuntungan yang cukup besar, 

misalnya dengan menciptakan lowongan pekerjaan bagi penduduk host country 

sehingga dapat meningkatkan penghasilan dan standar hidup, menciptakan 

kesempatan bekerjasama dengan perusahaan lokal sehingga dapat berbagi manfaat, 

meningkatkan ekspor, sehingga meningkatkan cadangan devisa negara dan 

menghasilkan teknologi. Namun, daya tarik investor asing untuk melakukan 

penanaman modal di Indonesia akan sangat bergantung pada sistem hukum yang 

diterapkan di Indonesia. Sistem hukum tersebut harus mampu untuk menciptakan 

kepastian, keadilan, dan efisiensi. Investor membutuhkan adanya kepastian hukum 

dalam menjalankan usahanya. Para investor memerlukan pedoman dalam melakukan 

kegiatan investasinya. Menurut Anton M. Moeliono dalam I Nyoman Putu Budiartha, 

kepastian memiliki arti “ketentuan, ketetapan” sedangkan jika kepastian itu 

digabungkan dengan kata hukum menjadi kepastian hukum, memiliki arti “perangkat 

hukum” suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban warga negara. 

Diberlakukannya Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman modal, 

memberikan faedah bahwa Indonesia menerima kegiatan investasi dalam bentuk 

penanaman modal asing maupun dalam negeri. Penanaman modal dilakukan dengan 

membentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, atau usaha perseorangan, 

hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Ayat (1 & 2) Undang Undang Republik 

Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, menyebutkan bahwa 

(Vania Suardhana, 2019): 

1) Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha 

yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha 

perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

2) Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan 

hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik 

Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. 

Pemerintah menjamin bahwa setiap Penanam Modal berhak mendapatkan jaminan 

kepastian hak, kepastian hukum, mendapat perlindungan hukum, serta berbagai 

kemudahan, hal ini sesuai dengan rumusan Pasal 14 Undang Undang Republik 
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Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, yang menyebutkan 

bahwa setiap penanaman modal berhak mendapat: 

a) Kepastian hak, hukum, dan perlindungan  

b) Informasi-informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang 

dijalankannya. 

c) Hak pelayanan 

d) Berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

2. Pengaturan Penguasaan Hak Atas Tanah Bagi Penanam Modal Asing 

Dalam tiap hukum tanah terdapat pengaturan mengenai berbagai hak 

penguasaan atas tanah. Meskipun bermacam-macam, tetapi hak penguasaan atas 

tanah berisikan serangkaian wewenang, kewajiban dan atau larangan bagi pemegang 

haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihakimi (Ayuningtyas et al., 

2020). Sesuatu yang boleh, wajib atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi 

hak penguasaan itulah yang menjadi kriteria atau tolak ukur pembeda diantara hak-

hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam hukum tanah. Pemerintah memberikan 

kemudahan pelayanan dan/atau perizinan bagi penanaman modal asing sebagai 

badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di 

Indonesia untuk dapat memperoleh hak atas tanah. Lebih jauh, disebutkan dalam 

Pasal 22 ayat (1) UUPM bahwa kemudahan pelayanan dan/atau perizinan hak atas 

tanah tersebut dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus dan dapat 

diperbarui kembali atas permohonan penanam modal (al Maghfiroh & Najicha, 2021).  

Dengan paradigma yang baru merupakan langkah maju yang cukup signifikan 

dalam menarik minat investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. 

Kepastian hukum harus meliputi seluruh bidang hukum terkait penanaman modal 

tersebut dan penerapannya dalam putusan-putusan badan peradilan di Indonesia. 

Dengan demikian kepastian hukum tidak saja meliputi kepastian substansi hukum 

tetapi juga penerapannya dalam putusan-putusan badan peradilan. Biasanya ada 

beberapa faktor yang dipertimbangkan sebelum melakukan kegiatan penanaman 

modal seperti masalah resiko yang kemungkinan akan ditemui dalam menanam 

modal, birokrasi, kepastian hukum, alih teknologi, ketenagakerjaan, perpajakan dan 
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penyelesaian sengketa (Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani et al., 2019). Dalam 

membuat peraturan dan kebijakan penanaman modal asing, pembuat kebijakan 

paling sedikit dalam kebijakan tersebut harus mencakup tiga permasalahan yaitu: 

1) Bagaimana menarik penanaman modal asing langsung tanpa mendatangkan 

atau membuat kerusakan terhadap tabungan mata uang asing domestik dan 

penggunaan kekayaan alam;  

2) Bagaimana melindungi hak-hak hukum penanam modal asing dan 

memberikan perlindungan yang cukup, sementara pada waktu yamg 

bersamaan harus mempertahankan dominasi sebagai negara yang 

mempunyai kedaulatan/kekuasaan dan meminimalisasi pengaruh negatif 

dari penanaman modal asing langsung; dan  

3) Bagaimana membentuk hukum dan sistem pajak yang secara bersamaan 

dapat mendorong tumbuhnya ekonomi dan sisi lain dapat menarik penanam 

modal asing serta meningkatkan pendapatan yang cukup sesuai persyaratan 

penggunaan keuangan negara (Trisamansyah & Zamil, 2016). 

 

3. Tanggung Jawab Perusahaan (CSR) terhadap Sektor Lingkungan di 

Indonesia 

Berdasarkan Pasal 15 dan Pasal 16 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 

25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, maka terhadap penanam modal 

dibebankan kewajiban dan tanggungjawab, salah satunya adalah kewajiban untuk 

menjaga kelestarian lingkungan hidup (Ulfatun Najicha & Handayani, 2020). 

Perusahaan penanaman modal juga harus memiliki kepedulian sosial terhadap 

lingkungan sekitar dimana perusahaan tersebut berada. Kepedulian sosial 

perusahaan penanaman modal terutama didasari alasan bahwa kegiatan perusahaan 

membawa dampak bagi kondisi lingkungan dan sosial-ekonomi di masyarakat, Selain 

itu, pemilik perusahaan sejatinya bukan hanya shareholders atau para pemegang 

saham, melainkan juga stakeholders, yakni pihak-pihak yang berkepentingan 

terhadap eksistensi sebuah perusahaan (Narendra Sudjudiman & Ulfatun Najicha, 

2020). Maka dari itu CSR (Corporate Social Reponsibility) adalah bentuk 

pertanggungjawaban perusahaan terhadap lingkungan sekitar, sederhananya bahwa 

setiap bentuk perusahaan mempunyai tanggungjawab untuk mengembangkan 
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lingkungan sekitarnya melalui program-program sosial, yang ditekankan adalah 

program pendidikan dan lingkungan. Pengertian tanggung jawab sosial dalam 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman 

Modal, adalah lebih menekankan perlunya perusahaan mencapai suatu hubungan 

yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya 

masyarakat setempat. Tanggung jawab perusahaan untuk menciptakan hubungan 

yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya 

masyarakat setempat juga berarti termasuk pula memberikan sejumlah kontribusi 

kepada masyarakat (Vania Suardhana, 2019). 

Pelaksanaan CSR juga memberikan manfaat bagi pemerintah. Melalui CSR akan 

tercipta hubungan antara pemerintah dan perusahaan dalam mengatasi berbagai 

masalah kesenjangan sosial, seperti kemiskinan, rendahnya kualitas pendidikan, 

minimnya akses kesehatan dan lain sebagainya. Tugas pemerintah untuk 

menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya menjadi lebih ringan dengan adanya 

partisipasi pihak swasta (perusahaan) melalui kegiatan CSR. Tanggung jawab sosial 

melalui perusahaan memiliki kontribusi dalam bentuk kemajuan negara, maka dari 

itu hak atas tanah terhadap perusahaan memiliki fungsi sosial. Undang-undang 

Nomor 5 Tahun 1960 atau dikenal dengan UUPA menyatakan bahwa setiap hak atas 

tanah mempunyai fungsi sosial. Fungsi sosial yang melekat pada hak milik atas tanah 

tidak berarti bahwa hak milik pemegangnya harus selalu rela melepaskan haknya 

ketika berhadapan dengan kepentingan umum. Ketika pemegang hak atas tanah 

harus menyerahkan haknya untuk kepentingan umum, maka ganti rugi yang sesuai 

agar pemegang hak atas tanah tidak dirugikan (Ulfatun Najicha & Hermawan, 2019).  

Dalam efek jera bagi perusahaan yang telah menciptakan efek kerusakan 

terhadap lingkungan maka UU No. 32 Tahun 2009 tersebut juga memuat satu asas 

yang biasa disebut dengan asas ultimum remedium, sebagai salah satu asas dalam 

hukum positif di Indonesia (Najicha, 2018). Asas ini menjelaskan bahwa hukum 

pidana merupakan upaya alternatif atau upaya terakhir dalam suatu upaya 

penegakan hukum. Sehingga penegakan hukum pidana di bidang lingkungan tetap 

memperhatikan asas ultimum remidium, namun pelaksanaan asas ultimum 

remedium ini dilakukan apabila dalam hal sanksi administratif gagal memberikan 

efek jera kepada pelaku. terdapat beberapa pelanggaran yang dapat dilakukan upaya 



Tinjauan Yuridis Perizinan Hak Atas Tanah Untuk Tujuan Pembangunan Berbasis Penanaman 
Modal Asing 

BORNEO Law Review 
Desember, Volume 7 Issue 2 

135 
 

penegakan hukum pidana, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air 

limbah, baku mutu emisi, dan baku mutu gangguan (Wicaksono & Najicha, 2021). 

Selain itu, kebijakan politik penataan ulang pengelolaan sumber daya alam nasional 

harus konsisten dan sejalan dengan arah UUD 1945 sebagaimana diuraikan di atas 

dasar bahwa sumber daya alam untuk perusahaan adalah sumber daya yang strategis 

dan mempunyai fungsi yang sangat penting untuk membangun masyarakat yang adil 

dan makmur, yang bersifat nasional kekayaan yang hanya dimiliki oleh negara dan 

pemanfaatannya hanya dilakukan oleh perusahaan negara. Dan jika ada kerjasama 

dengan pihak ketiga (nasional/asing), statusnya hanya sebagai kontraktor untuk 

perusahaan negara, karena hanya melalui pengelolaan badan usaha milik negara, 

upaya mendukung terwujudnya kesejahteraan dapat terwujud (Ulfatun Najicha et al., 

2020). 

D. KESIMPULAN 

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan guna untuk 

mencegah terjadinya pelanggaran. Perlindungan hukum preventif yang diberikan 

oleh pemerintah berdasarkan undang-undang bagi penanam modal asing sektor 

perkebunan di Indonesia adalah berupa penetapan kebijakan dasar penanaman 

modal, jenis usaha perkebunan, izin penggunaan tanah dan izin usaha sampai dengan 

berakhirnya kegiatan penanaman modal. Penguasaan hak atas tanah untuk usaha 

Perkebunan dapat berupa hak guna usaha atau hak guna bangunan. Perlindungan 

hukum represif adalah bertujuan untuk menanggulangi dan menyelesaikan 

perselisihan yang terjadi antara penanam modal dengan pemerintah atau antara 

sesama penanam modal. Penanam modal asing harus mengetahui hak-hak, kewajiban 

serta tanggungjawab nya terhadap lingkungan sekitarnya dan juga negara.  

Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) lebih menekankan pada tanggung 

jawab perusahaan atas tindakan dan kegiatan usahanya yang berdampak pada orang-

orang tertentu, masyarakat dan lingkungan di mana perusahaan-perusahaan 

melakukan aktivitas usahanya sedemikian rupa sehingga perusahaan memberikan 

manfaat yang positif bagi masyarakat, perusahaan itu sendiri dan pemerintah. Pun 

juga diperlukan penegakan hukum dalam asas ultimatum remidium sebagai suatu 

bentuk dari pelaksanaan nilai dari hasil analisis kaidah-kaidah dan sikap untuk 

menertibkan dalam lingkungan bermasyarakat, sehingga dalam pelaksanaanya 
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penegakan hukum tidak sebatas pelaksanaan peraturan perundang-undangan atau 

keputusan hakim (Wicaksono & Najicha, 2021). 
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